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GUBERNUR SULAWESI UTARA 

Menimbang:     a. bahwa pesisir dan laut merupakan suatu wilayah yang memiliki ciri-ciri sebagai wilayah 
yang sangat dinamik dengan perubahan-perubahan biologis, kimiawi dan geologis 
yang sangat cepat, tempat di mana terdapat ekosistem yang produktif dan beragam 
dan merupakan tempat bertelur dan berlindung berbagai jenis species, terumbu 
karang, hutan bakau, pantai dan bukit pasir adalah pelindung alam yang penting dari 
erosi banjir dan badai, ekosistem pantai dapat berperan dalam mengurangi akibat 
polusi dari daratan, dan sebagai tempat tinggal manusia, untuk sarana transportasi 
dan rekreasi; 

b. bahwa wilayah pesisir dan laut sebagai daerah yang paling kaya secara ekonomis dan 
ekologis, tempat untuk fasilitas pelabuhan dan fasilitas industri, sumber mineral dan 
pertambangan: minyak, gas, emas, pasir, bahan galian lain, dan sebagainya, sumber 
energi, tempat yang sangat disenangi untuk kegiatan pariwisata, resort dan tujuan 
berlibur, sumber obat, pangan dan gizi manusia, memiliki nilai penting untuk 
menunjang pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat Sulawesi Utara;  

c. bahwa karenanya dipandang perlu untuk memperbaiki perlindungan sumberdaya 
pesisir dan laut, meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan, mengkoordinasikan 
antara tingkat pusat dan kabupaten bagi pengelolaan pesisir dan laut, dan 
memberdayakan masyarakat melalui pengelolaan pesisir dan laut; 

d. bahwa untuk pengelolaan wilayah pesisir dan laut di Propinsi Sulawesi Utara, perlu 
dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah. 

Mengingat:        1. Staatsblad 1926 - 226: Hinderordonnantie (Ordonansi Gangguan); 

2.      Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria 
(Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
2043); 



3.      Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara 
(Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 941, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
2687); 

4.      Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok 
Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 2831); 

5.      Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia 
(Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
2294); 

6.      Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia 
(Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3122); 

7.      Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 
1985 Tahun 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299); 

8.      Undang-undang Nomor � 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations 
Convention On The Law Of The Sea (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 76, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3319); 

9.      Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati 
dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3419);  

10.  Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara 
Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427); 

11.  Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 
1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493); 

12.  Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara 
Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501) ; 

13.  Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara 
Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3647); 

14.  Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3699); 

15.  Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 

16.  Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara 
Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888); 

17.  Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran 
Negara Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4169); 



18.  Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan 
Pelestarian Alam (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 8132, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3776);  

19.  Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran 
dan atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 155, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3816); 

20.  Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak 
Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3838); 

21.  Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan 
Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 
Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 

22.  Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal 
Asing dalam Melaksanakan Lintas Damai Melalaui Perairan Indonesia (Lembaran 
Negara Tahun 2002 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara�  Nomor 4209); 

23.  Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan 
Pesawat Udara Asing dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Melalui 
Alur Laut Kepulauan Yang Ditetapkan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 71, 
Tambahan Lembaran Negara�  Nomor 4210); 

24.  Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis 
Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 
72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4211); 

25.  Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;  

26.  Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan 
Pengusahaan Pasir Laut; 

27.  Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2001 tentang Program 
Pembangunan Daerah Propinsi Sulawesi Utara; 

Dengan persetujuan  

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI SULAWESI UTARA 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :    PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI UTARA TENTANG PENGELOLAAN 
WILAYAH PESISIR DAN LAUT TERPADU BERBASIS MASYARAKAT DI PROPINSI 
SULAWESI UTARA 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 



Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan: 

1.      Bagan adalah alat penangkap ikan berbentuk bangunan, baik yang menetap atau 
bagan tancap maupun yang tidak menetap atau bagan apung, yang menggunakan 
jaring dan operasional selalu pada malam hari dengan menggunakan alat bantu 
lampu. 

2.      Budidaya laut (marine culture) adalah cara pemeliharaan hewan dan tumbuhan laut 
seperti berbagai jenis ikan laut, udang-udangan, kerang-kerangan dan berbagai jenis 
rumpur laut, di suatu tempat dan dengan menggunakan metode tertentu; 

3.      Daerah Perlindungan Laut adalah daerah pesisir dan laut yang meliputi terumbu 
karang, hutan mangrove, lamun, atau habitat lainnya secara sendiri atau bersama-
sama yang dipilih dan ditetapkan untuk ditutup secara permanen dari kegiatan 
perikanan dan pengambilan biota laut yang dikelola oleh masyarakat setempat serta 
ditetapkan dalam Peraturan Desa/Ketentuan Kelurahan; 

4.      Daerah Aliran Sungai adalah suatu kawasan yang dibatasi oleh dua punggung 
gunung di mana curah hujan yang jatuh ke daerah tersebut mengalir melalui satu 
saluran tertentu, yaitu sungai atau aliran air lainnya; 

5.      Degradasi adalah kerusakan, penurunan kualitas atau penurunan daya dukung 
lingkungan akibat dari aktivitas/kegiatan manusia (anthropogenic) ataupun alami; 

6.      Ekosistem adalah suatu komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, dan organisme 
lainnya serta interaksi fungsional antar mereka, maupun dengan lingkungannya, 
seperti ekosistem mangrove, ekosistem estuari, ekosistem terumbu karang, 
ekosistem padang lamun; 

7.      Estuari adalah daerah litoral yang agak tertutup (teluk) di pantai, tempat sungai 
bermuara dan air tawar dari sungai bercampur dengan air asin dari laut, biasanya 
berkaitan dengan pertemuan perairan sungai dengan perairan laut; 

8.      Garis pantai adalah garis yang dibentuk oleh perpotongan garis air rendah dengan 
daratan pantai yang dipakai untuk menetapkan titik terluar di pantai wilayah laut; 

9.      Garis sempadan pantai adalah garis batas yang diukur dari air laut pasang tertinggi 
ke arah daratan mengikuti lekukan pantai dan/atau disesuaikan dengan topografi 
setempat; 

10.  Jasa lingkungan adalah jasa yang dihasilkan melalui pemanfaatan dengan tidak 
mengekstrasi sumberdaya pesisir, tetapi memanfaatkan fungsinya untuk tempat 
rekreasi dan pariwisata, sebagai media transportasi, sumber energi gelombang dan 
lain-lain; 

11.  Karamba Jaring Apung adalah suatu sarana pemeliharaan ikan atau biota air yang 
kerangkanya terbuat dari bambu, kayu, pipa pralon atau besi berbentuk persegi yang 
diberi jaring dan diberi pelampung (misalnya drum plastik atau streoform) dan 
menggunakan jaring, agar wadah tersebut tetap terapung di dalam air. Kerangka dan 
pelampung berfungsi untuk menahan jaring agar tetap terbuka di permukaan air dan 
jaring yang tertutup di bagian bawahnya digunakan untuk memelihara ikan selama 
beberapa bulan; 



12.  Konservasi laut adalah pengelolaan sumberdaya alam hayati laut yang 
pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan 
persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keaneka 
ragaman dan nilainya, serta merehabilitasi sumberdaya alam laut yang rusak; 

13.  Lamun adalah sejenis tumbuhan laut berbunga yang tumbuh di dasar laut berpasir 
atau bersubstrat halus yang tidak begitu dalam, dan sinar matahari masih dapat 
menembus ke dasar sehingga memungkinkan tumbuhan tersebut berfotosintesis; 

14.  Laut adalah ruang wilayah lautan yang merupakan kesatuan geografis beserta 
segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan 
aspek fungsional; 

15.  Mangrove adalah komunitas vegetasi pantai tropis yang didominasi oleh beberapa 
jenis pohon mangrove yang mampu tumbuh dan berkembang pada daerah pasang 
surut pantai berlumpur atau berpasir, seperti pohon api-api (Avicennia spp), bakau 
(Rhizophora spp); 

16.  Masyarakat lokal adalah kelompok orang atau masyarakat yang mendiami 
Desa/Kelurahan pantai dan menjalankan tatanan hukum, sosial dan budaya yang 
ditetapkan dan ditaati oleh mereka sendiri secara turun temurun; 

17.  Pantai adalah luasan tanah termasuk sedimen yang membentang di sepanjang 
tepian laut yang merupakan perbatasan pertemuan antara darat dengan laut, terdiri 
dari sempadan pantai dan pesisir; 

18.  Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat lokal dalam kegiatan 
pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir; 

19.  Pemerintah Daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang 
lain sebagai badan eksekutif daerah, sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 
Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; 

20.  Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut Terpadu adalah proses pengelolaan 
sumberdaya alam pesisir dan laut serta jasa lingkungan yang mengintegrasikan 
kegiatan para pemangku kepentingan, perencanaan horizontal dan vertikal, 
ekosistem darat dan laut, sains dan manajemen, sehingga pengelolaan sumberdaya 
tersebut bekerlanjutan dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
sekitarnya; 

21.  Pengelolaan Pesisir dan Laut Berbasis Masyarakat adalah proses pengelolaan 
sumberdaya pesisir dan laut melalui desentralisasi pengelolaan sumberdaya yang 
menjadi penopang masyarakat setempat dan melalui pemberian suara yang efektif 
pada masyarakat itu mengenai penggunaan sumberdaya tersebut; 

22.  Pulau adalah daerah daratan yang terbentuk secara alamiah yang berada di atas 
permukaan air; 

23.  Pulau kecil adalah kesatuan ekologis pulau dengan luas kurang atau sama dengan 
10.000 km2 dan tidak atau berpenduduk kurang dari atau sama dengan 200.000 jiwa, 
beserta kesatuan wilayah perairan disekitarnya sejauh 12 mil laut dari garis pantai. 


